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PENGANTAR

Diluncurkan pada 2016 oleh FishChoice, FisheryProgress adalah sebuah pusat informasi
terpadu tentang kemajuan proyek-proyek peningkatan perikanan (fishery improvement
project/FIP) di tingkat global. FishChoice mempunyai misi untuk menyediakan informasi yang
transparan dan dapat dipercaya untuk para pemangku kepentingan sektor pangan laut
(seafood) tentang bagaimana FIP melakukan upaya perbaikan. Saat ini, 96% FIP di seluruh
dunia mengunakan platform ini untuk melaporkan kemajuan mereka dan ratusan
perusahaan mengandalkan informasi dari FisheryProgress tentang kinerja FIP. Ini
mendorong mereka untuk memberikan insentif, menanamkan investasi, dan mengakui
adanya perbaikan sosial dan lingkungan. FIP-FIP di FisheryProgress beroperasi dalam
konteks-konteks yang beragam dan kompleks, termasuk konteks yang diketahui memiliki
risiko ketenagakerjaan dan hak asasi manusia.

Kebijakan Hak Asasi Manusia dan Tanggung Jawab Sosial (Human Rights and Social
Responsibility/HRSR) memberikan kerangka kerja bagi FIP di FisheryProgress untuk
memadukan tanggung jawab sosial ke dalam FIP mereka. Kebijakan HRSR didasarkan pada
praktik-praktik unggulan internasional dalam tanggung jawab sosial, termasuk yang
tercantum dalam Prinsip 15 dari Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia (United Nations' Guiding Principles on Business and Human Rights/UNGPs).

@ Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi
Manusia (UNGPs)

UNGPs
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Kebijakan ini memandu FIP melalui langkah-langkah penting, misalnya membangun
komitmen formal terhadap tanggung jawab sosial, memahami ruang lingkup kapal dan
nelayan dalam FIP, mengidentifikasi apakah FIP beroperasi dalam konteks dengan risiko
tinggi adanya kerja paksa dan perdagangan manusia, dan melakukan pengkajian yang lebih
kuat untuk memahami dan mengatasi risiko-risiko potensial lainnya.

FishChoice mengakui bahwa perjalanan perbaikan masing-masing FIP ditentukan oleh risiko-
risiko dan tantangan-tantangan mereka masing-masing, serta prioritas-prioritas para
pemangku kepentingan. Kebijakan HRSR dan platform pelaporan FisheryProgress dirancang
untuk mengkomodasi keragaman ini dalam memberdayakan FIP untuk mengembangkan
pendekatan yang dirancang khusus agar selaras dengan konteks spesifik mereka sembari
menjunjung tinggi transparansi dan kredibilitas. Keleluasaan ini memungkinkan platform
pelaporan yang inklusif dan mendorong partisipasi yang lebih luas.

Kebijakan HRSR ini dimaksudkan untuk membantu FIP dalam
mengidentifikasi dan meredam risiko-risiko terkait dengan hak asasi
manusia dan hak buruh di tahap pemanenan dalam rantai pasok mereka
dan untuk meningkatkan transparansi upaya-upaya yang diambil FIP dan
para peserta mereka untuk mengatasi risiko-risiko tersebut. Inti dari
pelaksanaan Kebijakan ini adalah keterlibatan yang bermakna dengan
para nelayan, yang tidak hanya mendukung tercapainya kemajuan dalam
mengatasi tantangan-tantangan sosial dan perburuhan namun juga
mempercepat perkembangan dalam dimensi sosial mapun lingkungan.
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Sejarah Kebijakan HRSR

Versi pertama Kebijakan HRSR dikeluarkan pada Mei 2021, yang kemudian diperbarui pada
Maret 2022 melalui satu amandemen dan Versi 1.1 dikeluarkan pada Desember 2022. Versi
2022 ini dimaksudkan untuk memasukkan hasil pembelajaran dari pelaksanaan di satu
tahun pertama dan untuk memperjelas dan mempermudah pemahaman. Perubahan-
perubahan yang ada di dalam dokumen Kebijakan HRSR Versi 2.0 ini menanggapi umpan
balik terpenting yang telah diterima FishChoice terkait Kebijakan ini selama beberapa tahun
terakhir. Perubahan ini, berikut dokumen-dokumen panduan baru yang menyertainya,
dimaksudkan untuk memudahkan para pelaksana FIP untuk menghadapi tantangan dalam
pelaksanaan, memberikan lebih banyak keleluasaan dan arahan yang lebih baik dalam
memenuhi persyaratan-persyaratan yang paling berat, serta meningkatkan kredibiltas
pelaporan sosial FIP secara keseluruhan. Kebijakan yang sudah diperbarui ini juga lebih
menekankan pada sifat keberlanjutan dari keterlibatan sosial serta upaya perbaikan sosial
yang terus berlangsung.

Gambaran besar tentang perubahan-perubahan dalam Kebijakan ini bisa dilihat di
Rangkuman Perubahan terhadap Kebijakan HRSR FisheryProgress .

Revisi Kebijakan

FishChoice mengakui bahwa bahwa norma-norma industri berkembang dari waktu ke waktu
dan berkomitmen untuk mempertahankan persyaratan-persyaratan yang mendukung FIP
dan para pemangku kepentingan mereka dengan adil dan setara dalam seluruh perjalanan
peningkatan perikanan mereka.

Revisi terhadap Kebijakan HRSR ini mempertimbangkan pembelajaran dan umpan balik dari
pelaksanaan Kebijakan versi yang berlaku saat ini. Secara berkala FishChoice melakukan
konsultasi dengan para pelaksana FIP, para ahli dalam bidang hak asasi manusia dan hak
buruh, industri, dan para pemangku kepentingan lainnya untuk mendapatkan masukan dan
umpan balik terhadap usulan perubahan Kebijakan. Revisi yang lebih besar dilakukan setiap
tiga hingga lima tahun. Sementara itu, sesuai kebutuhan dilakukan revisi yang lebih kecil dan
lebih terarah terhadap Kebijakan untuk meningkatkan kejelasan, menghilangkan ambiguitas,
atau memperbaiki terjemahan.
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Revisi selanjutnya terhadap Kebijakan ini akan didasarkan pada temuan-temuan dari proyek
Monitoring dan Evaluasi HRSR Causal Design, yang dijadwalkan akan selesai dilaksanakan
pada akhir 2025. FishChoice akan membagikan hasil temuan kepada masyarakat FIP.

FishChoice mengundang anda untuk memberikan umpan balik melalui formulir ini.

Memahami Informasi Tanggung Jawab Sosial di
FisheryProgress

FisheryProgress adalah sebuah platform yang dirancang untuk memastikan data perbaikan
FIP transparan dan bisa diakses, memungkinkan para pelaku dalam rantai pasok
memadukan informasi ini ke dalam upaya-upaya mereka yang lebih luas dalam uji tuntas
hak asasi manusia. Meskipun pemenuhan terhadap Kebijakan HRSR tidak menjamin FIP
bebas dari pelanggaran hak asasi manusia atau menggantikan proses uji tuntas yang
menyeluruh, data dalam platform ini memberikan wawasan yang menentukan untuk
membuat keputusan.

Jenis Data yang Tersedia

* Pengkajian Risiko Menyeluruh: Temuan-temuan dari pengkajian yang dilakukan untuk
mengidentifikasi risiko seperti kerja paksa, perdagangan manusia, kerja ijon, dan pekerja
anak, termasuk pengkajian yang dilakukan menggunakan alat Pengkajian Tanggung
Jawab Sosial (Social Responsibility Assessment/SRA)

* Rencana Kerja Sosial dan Informasi terbaru tentang Kemajuan: Dokumentasi
tentang strategi dan tindakan yang diambil untuk mengatasi risiko-risiko sosial yang
sudah teridentifikasi, yang didukung dengan bukti

» Wawasan tentang Mekanisme Pengajuan dan Penanganan Pengaduan : Laporan
tentang adanya atau tidak adanya akses nelayan ke mekanisme-mekanisme pengajuan
dan penanganan pengaduan dan penilaian tentang keefektifan mekanisme-mekanisme
tersebut

* Bukti tentang Upaya-Upaya untuk Membangun Kesadaran tentang Hak:
Dokumentasi aktivitas-aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran para
nelayan tentang hak-hak mereka
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Keandalan dan Verifikasi

FishChoice meninjau semua data yang dikirimkan untuk memastikan data memenubhi
persyaratan-persyaratan FisheryProgress namun tidak melakukan verifikasi tentang kondisi-
kondisi di lapangan atau memberi jaminan tidak adanya pelanggaran hak asasi manusia dan
hak buruh. Sebaliknya, FisheryProgress melengkapi para pengguna dengan informasi yang
dapat ditindaklanjuti untuk dipadukan dengan strategi-strategi uji tuntas mereka sendiri
sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih kuat dan sesuai dengan konteks.

Pengambilan Keputusan Praktis untuk para Pengguna

FisheryProgress melayani beragam pemangku kepentingan dan setiap pemangku
kepentingan bisa memanfaatkan data yang ada untuk menjawab tantangan-tantangan dan
mencapai tujuan-tujuan khusus mereka sendiri:

* Perusahaan Perikanan/Produsen: Menggunakan platform ini untuk menyoroti
kemajuan, mengatasi kesenjangan dalam pemenuhan persyaratan, dan menegaskan
komitmen pada tanggung jawab sosial dan lingkungan.

* Pembeli di Tahap Menengah Rantai Pasok: Menganalisis data tentang kinerja dan
risiko untuk menjaga, menyesuaikan, atau menguatkan hubungan pemasok yang
didasarkan pada kesesuaian dengan standar-standar perusahaan.

* Pemilik Merek dan Pengecer: Mengakses informasi untuk menyelaraskan praktik-
praktik pengadaan dengan tujuan-tujuan tanggung jawab sosial perusahaan dan
membuat keputusan yang berwawasan tentang keterlibatan pemasok atau tindakan
perbaikan.

Mendukung Perbaikan Berkesinambungan

FishChoice mendorong pengguna untuk menggalakkan budaya akuntabilitas dengan
memberikan penghargaan pada transparansi dan perbaikan berkesinambungan.
Pendekatan ini khususnya sangat berdampak dalam konteks dengan risiko tinggi, di mana
untuk mengatasi masalah-masalah sistemik seringkali diperlukan upaya dan kolaborasi terus
menerus.
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Praktik-praktik unggulan antara lain meliputi:

* Mendukung Kemajuan: Terus membeli dari FIP yang menunjukkan perbaikan yang
besar dan menyesuaikan dengan standar-standar perusahaan, serta memberikan
insentif untuk adanya transparansi dan upaya yang terus berjalan

* Meredam Risiko: Bermitra dengan FIP yang terbuka mengakui adanya tantangan dan
mengambil langkah strategis untuk mengatasinya. Memberikan penghargaan pada
upaya yang dilakukan dan kemajuan yang dicapai adalah lebih efektif daripada
mengharapkan kesempurnaan dengan cepat.

* Menanamkan Investasi secara Strategis: Mengalokasikan sumber daya untuk FIP yang
aktif menangani permasalahan hak buruh dan hak asasi manusia, khususnya dalam
perikanan berisiko tinggi, untuk mendorong perubahan sistemik yang berjangka panjang.

Catatan tentang Pemeringkatan Kemajuan

Peringkat FIP di profil FisheryProgress bukan merupakan hasil evaluasi adanya atau tidak
adanya kemajuan dalam menangani permasalahan hak buruh dan hak asasi manusia atau
upaya-upaya tanggung jawab sosial yang lebih luas. Untuk membangun pemahaman yang
menyeluruh tentang kinerja satu FIP dan keselarasannya dengan standar, pengguna harus
mengevaluasi data tanggung jawab sosial serta metrik lingkungan.

PENGANTAR
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GAMBARAN UMUM

Kebijakan HRSR memberikan satu kerangka kerja terstruktur untuk FIP yang melaporkan
kemajuan di FisheryProgress. Kebijakan ini dibagi menjadi tiga komponen:

1 Persyaratan untuk Semua FIP
Persyaratan-persyaratan dasar yang berlaku untuk semua FIP yang melapor di

FisheryProgress

2 Persyaratan Tambahan untuk FIP dengan Risiko Tinggi
Ada kewajiban khusus untuk FIP yang teridentifikasi beroperasi di kontek-konteks
berisiko tinggi adanya kerja paksa dan perdagangan manusia

3 Pelaporan Sukarela
Peluang yang bersifat opsional untuk FIP untuk melaporkan kemajuan bukan
hanya dalam memenuhi persyaratan-persyaratan minimum namun juga metrik
perbaikan sosial tambahan

“Wajib,"” “harus,” dan “Semestinya,” “Sedang
“disyaratkan/ “bisa/dapat,” dan : "
diwajibkan” “praktik unggulan” SEENEELE

Bahkan ketika
persyaratan-persyaratan
dianggap telah
“terpenuhi”, tetap
diharapkan adanya upaya
yang berkesinambungan.
Persyaratan-persyaratan
merupakan bagian dari
satu proses perbaikan
terus menerus, bukan
sekedar tindakan satu
kali.

Bahkan ketika persyaratan-persyaratan dianggap telah “terpenuhi”, tetap diharapkan adanya upaya yang berkesinambungan.
Persyaratan-persyaratan merupakan bagian dari satu proses perbaikan terus menerus, bukan sekedar tindakan satu kali.

' Pilihan “sedang mengupayakan” untuk pelaporan hanya tersedia untuk Persyaratan 1.3 dan 1.4.
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Semua FIP yang melaporkan kemajuan di FisheryProgress
harus:

1.1 Mengeluarkan satu Pernyataan Kebijakan yang berisi komitmen
publik FIP terhadap hak asasi manusia dan tanggung jawab sosial.

1.2 Memberikan informasi tentang kapal dan/atau nelayan yang

memanen atau mengangkut produk FIP
Komponen 1 gangkutp

1.3 Melakukan upaya terbaik untuk membuat nelayan sadar akan
hak-hak mereka.?

Persyaratan untuk

semua FIP 1.4 Mengkaji ketersediaan dan keefektifan sistem-sistem yang ada
untuk nelayan untuk mengangkat dan menyelesaikan
permasalahan, seperti mekanisme pengajuan dan penanganan
pengaduan.?

1.5 Menyelesaikan satu evaluasi mandiri untuk menentukan apakah
FisheryProgress beroperasi dalalam konteks berisiko tinggi adanya
kerja paksa atau perdagangan manusia.

FIP yang memenuhi satu kriteria FisheryProgress atau lebih
tentang adanya peningkatan risiko kerja paksa dan
Komponen 2 perdagangan manusia (lihat Persyaratan 1.5) harus:

2.1 Melakukan satu pengkajian risiko menyeluruh dengan
Persyaratan Tambahan menggunakan Alat SRA atau satu metode alternatif yang memenuhi
untuk FIP yang persyaratan-persyaratan Kebijakan HRSR.
Memenuhi Kriteria Risiko
2.2 Menyusun dan melaporkan satu rencana kerja sosial yang
didasarkan pada temuan-temuan dari pengkajian risiko.

Semua FIP di FisheryProgress dapat memilih untuk memenuhi
persyaratan yang melebihi yang tercantum dalam Komponen 1
Komponen 3 dan 2.

Persyaratan untuk Persyaratan 3.1 berig;i_ rincian persyaratan-persyaratan gelaporan
Pelaporan Sukarela untuk FIP yang memilih untuk dengan sukarela memberikan laporan

tentang risiko, tindakan dalam rencana kerja, dan/atau kemajuan
melebihi yang dimandatkan oleh Kebijakan

2 FIP yang telah menyelesaikan dan mengeluarkan satu SRA yang mengkaji semua Indikator Inti SRA FisheryProgress dan rencana
kerja sosial terkait dapat memilih untuk melaporkan aktivitas-aktivitas Kesadaran Nelayan akan Hak sebagai aktivitas-aktivitas
rencana kerja sosial. Demikian pula, FIP yang telah mengeluarkan satu SRA yang paling tidak mengkaji indikator SRA 2.1.1
Pelaporan Pengaduan dan Akses ke Pemulihan, dan menyusun satu rencana kerja dapat memilih untuk melaporkan temuan-
temuan mereka tentang mekanisme-mekanisme pengajuan dan dan penanganan pengaduan melalui SRA mereka serta tindakan-
tindakan yang sedang diambil untuk mengatasi segala kesenjangan yang teridentifikasi melalui tindakan-tindakan rencana kerja
3sog.igl mereka.

Ibid.






























% " " % # % % $! %

. %" %
$ % % ! % ! Y0 % " % %
! # % %
) 8 ' #H & % #) 1+ . -# LD & H#H. %NS& H. ) &- &% &)}
$" Kl #HH+H# & # &) B # O #H. ) ) L HEY) L #. .o H&t
D #H+H + #HST KL HEF &) +H O #HID & #) F+% &#- ¢ #. #.
% + . &#H-* #. #H# UV #- 0 #H +# ., S #E L # R+
Y% * )& o #HXH# L)) T #HY) L #HXH O +H#H, )$)
#x+ "L #+ L % &)- & *H&) +* .. (+)) # % . #." #- & #.) "+ .

# $&! )-.# . % & + #. 1. #. &#- * #. #. . %&$ ) &- &% & )) .
&)+ ) K+ o+

& ) *+. &#- * #. H) &* # $&" ) .& * ) #- .

% &) *+ + *##. & +t%W&S$) H(H. W& *% ) # #) &* # +4# .
, L HHEFLTD ) #.)* %.(#-* #. #H#H+ L & Y& .. & +*#
# # ¥ # $!19 &%$6%$3 , 776479-'06%<
# # #! ! # 07 '8 62,# 0<8B$6%47 << #)%90 , 1# 0 8 9<5 <
#O# | # " # $6$47 << 0%K$.1$-'<7 9< 3$6%$47 ®0Z968" 4391-', <
I # # [ # .$0%9 3A2#9,< O(I$4. 69,< .30; 8, 0K 0% %90%* : | <
# # # I ',<3$596 & /193908 4 < 2.'7.%30#0 7 9<63%$,7FH'<20%<
# # DL(-$4%, < 7(# 7807 @%,<6 6:<096' # 0<
# \# | # # I # 7 0%%90%*626< $40; 7 O0<
# # # $I'+ |, @#<3 78493, X#83$4(- ,9 <
I # # # #

,2.'7.%$0,8!)+ , B7<0# 5<
3$#2. 0 % #K2,9.$0<(1 <






















































































































































	cover
	t0c1
	toc2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	Component 1
	18
	19
	20
	21
	1.1.2
	Developing Policy Statement
	24
	25
	26
	27
	28
	29
	30
	31
	32
	33
	34
	35
	36
	37
	38
	39
	40
	41
	42
	43
	44
	45
	C2
	47
	48
	49
	50
	51
	52
	53
	54
	55
	56
	57
	C3
	59
	60
	61
	62
	63
	64
	65
	66

